PEMERINTAH KOTA PASURUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG

DANA CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomdab8n 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendanai kegrateg penyediaan
dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahugaeargy pemerintah
daerah dapat membentuk dana cadangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana slichgkada huruf a,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembendaa Cadangan.

Menimbang 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tal@b4 tentang
Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota Kota KecilJawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 NMatp Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeratDasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesiauh 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoN@043);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun91®htang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas deupki, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tdl99® Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia No®%1)3

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun32@éntang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indon€aleun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indandsmor
4286);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun42@éntang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangagara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nd&p Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun42@éntang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LembagaraNRepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaegaftd Republik
Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun42@éntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik gsl@anrahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Irslan&lomor
4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengadarngpnUndang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik ned@a Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repuldiéniesia Nomor
4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun42®éntang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat daraibgélembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, bEdran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahur2@@tang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nor82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nodvw4 )4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahunl2®@dntang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembdx@gara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahambaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46uia 982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah TingkatPdkuruan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 daof, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3ti&005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indan&ahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Irslan&lomor
4575);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36ui&005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negapaulitik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran NegaralRkepndonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3&uif&005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repimolonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaralRkepndonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor #ui&005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraserinBhan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@b 20omor 163,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&@i)4

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor uifaR007 Tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan @erBemndang-
undangan,;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3ui&007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran NegarabRepndonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Rlegntdonesia
Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Hui&010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negaraidikpindonesia
Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran NegarauliRkep
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 T&2Q05 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kapéatingan
Umum sebagaimana telah diubah dengan PeraturamdétreRepublik
Indonesia Nomor 65 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@d8ang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahhdkdshia kalinya
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun;2011
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21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun @0@@ng Pokok—
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Da&th Pasuruan
Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daé&teta
Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah ddpgaturan Daerah
Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Da¢€otd Pasuruan
Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah IRatsuruan
Nomor 07);

22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun @0itdng Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011{2eibaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 16).

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
dan
WALIKOTA PASURUAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN

BAB |
KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.

2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat Haeedbagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyebdisDPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.

4. Walikota adalah Walikota Pasuruan.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjulisebut PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuanganhdgaray selanjutnya
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugaskssnakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahananuhaerah.

6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Bd&ah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara wiaerah.

7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya dis@lasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksars{aagian tugas BUD.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang smigajudisingkat
APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Peateid#erah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Dagma DPRD dan
ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

9. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yanglal dari 1
Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjataralkéitetapkan lain
dalam perundang-undangan yang lebih tinggi.

10. Penerimaan Daerah adala#ng yang masuk ke kas daerah.

11. Pendapatan Daerah adalabk pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

12. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daemaly giakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.
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Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalamubkeampaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakamber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur seteregan misi SKPD.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksamadeh satu atau
lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari @esian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulanakad pengerahan
sumber daya balk yang berupa personil (sumber dagmausia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, #&@mbinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya terséagiasenasukatinput)
untuk menghasilkan keluargoutput)dalam bentuk barang/jasa.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untukoragan kebutuhan
yang memerlukan dana yang cukup besar yang tidpktddibebankan
dalam satu tahun anggaran.

Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugiark lmrsifat fisik
dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanaddkeyang mempunyai
tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-bendaydaip berkaitan
dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungap fahg lebih baik
dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum teskgengadaan tanah.
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber darihaan APBN
dan APBD Propinsi yang dialokasikan kepada Daerginkumembiayai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan ddsasita

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAlaladl dana yang
berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuaemerataan
kemampuan keuangan antar Daerah untuk membantu im@&nb
kebutuhan tertentu.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat Dad&alah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikapade daerah
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan ukhugang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioagamal.

Rekening Dana Cadangan adalah rekening tempatrppagan uang dana
cadangan yang akan dipergunakan yang ditentukanikdt&al untuk
menampung seluruh penerimaan dana cadangan pada Y
ditetapkan..

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempatipppanan uang
daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampweluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeldaeaah pada Bank
yang ditetapkan.

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kotar&as.

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

@roooop

prinsip dana cadangan;

tujuan dana cadangan;

besaran dana cadangan;

sumber dana cadangan dan rincian pembentukannya;

tahapan pelaksanaan program/kegiatan yang dibdayadana cadangan;
pengelolaan dana cadangan; dan

ketentuan penutup.
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